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destination management. This Community Service Program (PKM)
Keywords: Capacity Building; aimed to enhance the capacity and understanding of Pokdarwis and
Community-Based Tourism; Local local stakeholders in developing community-based tourism
Tourism; Pokdarwis; Tourism governance. The program was implemented through structured
Governance. discussions and knowledge-sharing sessions, presentations delivered

by an academic, a tourism policy analyst, and a village tourism
facilitator, as well as participatory discussions involving the village
government, Village Consultative Body (BPD), Community
Empowerment Institution (LPM), Pokdarwis, security personnel,
community leaders, religious leaders, youth representatives, and local
residents. The results demonstrated improved participants’
understanding of the roles and functions of Pokdarwis, institutional
strengthening, the distribution of responsibilities among stakeholders,
and the importance of collaborative destination management. The
program also identified several priority areas for the development of
Puncak Pagerbatu, including the integration of tourism potentials,
development of tourism packages, strengthening of the Pokdarwis
institution, and improvement of supporting facilities. As a follow-up,
the tourism managers agreed to develop and establish official tourism
packages and diversify tourism products to improve service quality
and enhance the attractiveness of Puncak Pagerbatu. The program
therefore provided an initial foundation for strengthening community-
based tourism governance through institutional capacity building and
stakeholder collaboration.

Abstrak

Pengelolaan wisata lokal Puncak Pagerbatu Kota Banjar, masih menghadapi sejumlah permasalahan,
terutama belum optimalnya kelembagaan Pokdarwis, belum terintegrasinya potensi dan produk wisata, serta
perlunya penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
(PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pokdarwis serta pemangku kepentingan lokal dalam
mengembangkan tata kelola wisata berbasis masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui diskusi dan sharing,
penyampaian materi oleh akademisi, analis kebijakan bidang pariwisata, dan pendamping desa wisata, serta
diskusi partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, LPM, Pokdarwis, unsur keamanan, tokoh
masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan
pemahaman peserta mengenai peran Pokdarwis, penguatan kelembagaan, pembagian peran antaraktor, serta
pentingnya pengelolaan destinasi secara kolaboratif. Kegiatan juga menghasilkan identifikasi kebutuhan
pengembangan Puncak Pagerbatu, khususnya integrasi potensi wisata, penyusunan paket wisata, penguatan
kelembagaan Pokdarwis, dan peningkatan pengelolaan fasilitas pendukung. Sebagai tindak lanjut, pengelola
berencana menetapkan paket wisata resmi dan menyusun variasi produk wisata untuk meningkatkan pelayanan
dan daya tarik Puncak Pagerbatu. Dengan demikian, kegiatan PKM memberikan dasar bagi penguatan tata kelola
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destinasi wisata berbasis masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi pemangku
kepentingan.

Kata Kunci: Pariwisata Berbasis Masyarakat; Peningkatan Kapasitas; Pokdarwis; Tata Kelola Pariwisata;
Wisata Lokal.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata lokal merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan untuk
memperkuat perekonomian masyarakat desa (Annamalah et al. 2023; Chan 2023).
Pengembangan destinasi wisata tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan potensi alam dan
daya tarik wisata, tetapi juga membutuhkan kelembagaan masyarakat yang mampu mengelola
potensi tersebut secara terarah. Dalam konteks pembangunan desa, masyarakat perlu
ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pengembangan pariwisata, baik sebagai
pengelola, penyedia jasa, maupun penerima manfaat ekonomi dari kegiatan wisata. Oleh
karena itu, keberadaan kelembagaan lokal yang memiliki pengetahuan, kapasitas, dan
pembagian peran yang jelas menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan destinasi
wisata.

Puncak Pagerbatu di Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar,
merupakan salah satu potensi wisata lokal yang berkembang melalui keterlibatan masyarakat.
Kawasan ini memiliki daya tarik berupa panorama dari ketinggian, udara yang relatif sejuk,
serta suasana yang pada pagi hari memberikan pengalaman seperti berada “di atas awan”.
Dalam perkembangannya, kawasan tersebut telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dan
aktivitas wisata, antara lain gardu pandang, spot foto, area camping, wahana ATV, kafe, dan
kolam renang. Pengelolaan Puncak Pagerbatu selama ini tumbuh dari inisiatif dan swadaya
masyarakat bersama Pokdarwis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Puncak Pagerbatu
memiliki modal awal yang cukup untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata lokal.

Meskipun memiliki potensi yang cukup beragam, pengelolaan Puncak Pagerbatu
masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu persoalan utama adalah kelembagaan
Pokdarwis yang masih berada pada tingkat dusun sehingga koordinasi pengelolaan destinasi
belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kelembagaan di tingkat desa. Kondisi ini
berpengaruh terhadap kemampuan pengelola dalam menyatukan berbagai potensi wisata yang
tersedia. Selain itu, potensi yang ada belum sepenuhnya dikemas menjadi paket wisata yang
terintegrasi. Padahal, keberadaan berbagai atraksi seperti kuliner, kolam renang, dan wisata
ATV dapat dikembangkan menjadi rangkaian pengalaman wisata yang lebih terstruktur dan

memberikan pilihan yang lebih jelas bagi pengunjung.
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Permasalahan lainnya berkaitan dengan masih terbatasnya kunjungan wisatawan,
akses masuk menuju objek wisata yang relatif kecil, serta ketersediaan penerangan jalan umum
(PJU) yang masih minim. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan
Puncak Pagerbatu tidak cukup dilakukan hanya dengan menambah daya tarik fisik, tetapi juga
memerlukan penguatan kapasitas pengelola dan pembenahan tata kelola destinasi. Dalam
pengembangan destinasi, aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, sumber daya manusia, promosi,
dan evaluasi perlu dipandang sebagai komponen yang saling berkaitan. Pendekatan destination
management menekankan pentingnya integrasi berbagai komponen tersebut agar pengelolaan
destinasi dapat berjalan secara lebih terpadu.

Penguatan kapasitas Masyarakat (Dolezal and Novelli 2022; Moayerian, McGehee,
and Stephenson Jr 2022; Torabi et al. 2023) menjadi penting karena konsep pariwisata berbasis
masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor yang memiliki peran dalam
pengelolaan dan memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata. Perspektif Community-Based
Tourism (Abreu et al. 2024; Krittayaruangroj, Suriyankietkaew, and Hallinger 2023;
Suriyankietkaew et al. 2025; Tuyen et al. 2025) menekankan bahwa pariwisata berbasis
masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kehadiran masyarakat sebagai tenaga pendukung,
tetapi juga dengan keterlibatan mereka dalam pengelolaan, pemanfaatan manfaat ekonomi,
serta pemeliharaan lingkungan dan budaya lokal. Dengan demikian, peningkatan kapasitas
Pokdarwis di Puncak Pagerbatu diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih
baik mengenai peran kelembagaan, pengelolaan destinasi, pelayanan wisatawan,
pengembangan produk wisata, dan promosi.

Selain kapasitas internal Pokdarwis, pengelolaan destinasi juga membutuhkan
hubungan kerja yang jelas antar pemangku kepentingan. collaborative governance (Gash 2022;
Ulibarri et al. 2023; Zhou et al. 2025) menekankan proses pengambilan keputusan dan kerja
sama yang melibatkan berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Puncak
Pagerbatu, pengembangan wisata tidak dapat hanya mengandalkan Pokdarwis. Pemerintah
Desa, BUMDes, masyarakat, kelompok pemuda, pelaku UMKM, pendamping pariwisata, serta
unsur pemerintah terkait memiliki peran yang saling melengkapi. Bahan kegiatan PKM juga
menempatkan Pemerintah Desa sebagai regulator dan fasilitator, BUMDes sebagai pengelola
kegiatan usaha, serta Pokdarwis sebagai penggerak partisipasi masyarakat.

Pemilihan Pokdarwis sebagai subjek utama pengabdian didasarkan pada posisinya
yang berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pengelolaan daya tarik wisata.
Pokdarwis pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan

tanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di wilayahnya. Dalam kegiatan di Puncak
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Pagerbatu, penguatan Pokdarwis dipandang penting karena kelompok tersebut dapat menjadi
penghubung antara masyarakat dengan pengelolaan destinasi. Namun, keberadaan Pokdarwis
pada tingkat dusun perlu diperkuat melalui kelembagaan yang lebih terkoordinasi pada tingkat
desa. Dokumen kegiatan juga menunjukkan bahwa struktur Pokdarwis idealnya memiliki
pembagian fungsi yang jelas, seperti keamanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan, daya
tarik wisata, hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, serta
pengembangan usaha.

Atas dasar kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini
difokuskan pada sosialisasi dan sharing untuk memberikan pemahaman kepada Pokdarwis
tingkat dusun dan para pemangku kepentingan Desa Batulawang mengenai optimalisasi peran
Pokdarwis dalam pengelolaan wisata lokal Puncak Pagerbatu. Kegiatan tidak diarahkan
semata-mata pada penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi
persoalan pengelolaan, membangun kesamaan pemahaman, dan menyusun arah
pengembangan destinasi secara bersama. Kegiatan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPM,
Pokdarwis, unsur keamanan, kepala dusun, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat,
pemuda, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena pengembangan
wisata merupakan persoalan bersama yang membutuhkan koordinasi dan pembagian peran
yang jelas.

Perubahan yang diharapkan dari kegiatan ini bukan hanya bertambahnya pengetahuan
peserta, tetapi juga adanya penguatan kelembagaan (Adedoyin, Erum, and Bekun 2022;
Purnamawati 2025, 2025; Roik 2025) dan arah pengelolaan wisata yang lebih jelas. Secara
khusus, kegiatan diarahkan untuk mendorong terbentuknya Pokdarwis pada tingkat Desa
Batulawang sebagai wadah yang mengintegrasikan Pokdarwis tingkat dusun, memperjelas arah
pengelolaan usaha wisata melalui BUMDes, serta mengembangkan paket wisata Puncak
Pagerbatu dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang tersedia. Pengelolaan usaha melalui
BUMDes diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih jelas bagi pengembangan kegiatan
ekonomi wisata dan membuka peluang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Sementara itu, pengembangan paket wisata diharapkan dapat membuat berbagai atraksi yang
tersedia tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari produk wisata yang lebih
terintegrasi.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini bertujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas
pengelola wisata (Bardhan and Sarkar 2024; Suryawan, Gunawan, and Lee 2025; Tam 2024;
Tokarchuk, Barr, and Cozzio 2022), khususnya Pokdarwis, dalam memahami tata kelola

pariwisata berbasis masyarakat serta mendorong terbentuknya kelembagaan pengelola yang
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lebih terintegrasi. Pada tahap berikutnya, penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat
mendukung pengelolaan Puncak Pagerbatu melalui pembagian peran antara Pokdarwis,
Pemerintah Desa, dan BUMDes, pengembangan paket wisata, peningkatan manfaat ekonomi
bagi masyarakat, serta terbukanya peluang peningkatan Pendapatan Asli Desa. Arah tersebut
sejalan dengan hasil kegiatan yang menyepakati perlunya penetapan paket wisata resmi dan
penyusunan variasi produk wisata Puncak Pagerbatu sebagai tindak lanjut pengembangan

destinasi.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Obyek Wisata
Puncak Pagerbatu, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pada Rabu, 29 Juli
2026, mulai pukul 08.30 WIB. Kegiatan dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa STISIP
Bina Putera Banjar dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan
Desa Batulawang. Peserta kegiatan terdiri atas Pemerintah Desa Batulawang, BPD, LPM,
Pokdarwis tingkat dusun, kepala dusun, unsur keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh budaya, pemuda, dan masyarakat. Pelibatan (Rahayu and Abbas 2024; Widhiasthini et
al. 2025) berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar proses penguatan pengelolaan wisata tidak
hanya berorientasi pada Pokdarwis, tetapi juga membangun pemahaman bersama mengenai
pembagian peran dalam pengembangan Puncak Pagerbatu.

Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM adalah sosialisasi dan sharing yang
dipadukan dengan diskusi partisipatif. Sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman
kepada pengelola wisata, khususnya Pokdarwis tingkat dusun, mengenai pengelolaan destinasi
wisata berbasis masyarakat, fungsi kelembagaan Pokdarwis, pengembangan produk wisata,
serta pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Sementara itu, kegiatan sharing
digunakan sebagai ruang pertukaran pengalaman dan gagasan antara akademisi, pemerintah,
pendamping pariwisata, pengelola wisata, dan masyarakat.

Pendekatan partisipatif dipilih karena persoalan Puncak Pagerbatu berkaitan langsung
dengan kondisi dan pengalaman masyarakat sebagai pengelola wisata. Melalui diskusi, peserta
tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menyampaikan kondisi yang dihadapi dalam
pengelolaan destinasi serta memberikan gagasan mengenai kebutuhan pengembangan wisata.
Hasil diskusi kemudian digunakan untuk merumuskan arah tindak lanjut pengelolaan Puncak

Pagerbatu.
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Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kondisi
dan permasalahan, sosialisasi dan penyampaian materi, sharing dan diskusi partisipatif, serta
perumusan tindak lanjut.

Tahap pertama, identifikasi kondisi dan permasalahan. Tim mengidentifikasi kondisi
pengelolaan Puncak Pagerbatu dan persoalan yang dihadapi pengelola. Identifikasi dilakukan
dengan melihat kondisi kelembagaan Pokdarwis, potensi dan produk wisata yang tersedia, serta
kebutuhan pengembangan destinasi. Hasil identifikasi menunjukkan adanya kebutuhan
penguatan kelembagaan, integrasi potensi wisata, pengembangan paket wisata, dan
peningkatan pengelolaan destinasi.

Tahap kedua, sosialisasi dan penyampaian materi. Materi disampaikan oleh beberapa
narasumber dengan perspektif yang berbeda. Akademisi menyampaikan materi mengenai
optimalisasi peran Pokdarwis dalam pengelolaan wisata lokal Puncak Pagerbatu. Analis
kebijakan bidang pariwisata memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan
pariwisata lokal dan arah kebijakan pengembangan destinasi. Pendamping desa wisata
memberikan materi mengenai konsep desa wisata, tahapan perkembangan desa wisata, fungsi
Pokdarwis, serta praktik pengelolaan wisata lokal. Dalam materi akademik juga diperkenalkan
konsep Community-Based Tourism, Collaborative Governance, Sustainable Tourism, Good
Governance, dan Destination Management sebagai kerangka pemahaman dalam pengelolaan
destinasi.

Tahap ketiga, sharing dan diskusi partisipatif. Setelah penyampaian materi, kegiatan
dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta. Peserta diberikan kesempatan untuk
menyampaikan permasalahan, pengalaman, dan pandangan mengenai pengelolaan Puncak
Pagerbatu. Diskusi diarahkan pada beberapa persoalan utama, yaitu kelembagaan Pokdarwis
yang masih berada pada tingkat dusun, belum terintegrasinya potensi dan produk wisata,
kebutuhan penyusunan paket wisata, serta kebutuhan penguatan tata kelola destinasi. Forum
ini juga digunakan untuk membahas pembagian peran antara Pokdarwis, Pemerintah Desa,
BUMDes, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tahap keempat, perumusan tindak lanjut. Hasil sharing dan diskusi kemudian
diarahkan pada beberapa langkah pengembangan. Pertama, mendorong terbentuknya
Pokdarwis pada tingkat Desa Batulawang sebagai wadah koordinasi yang mengintegrasikan
Pokdarwis tingkat dusun. Kedua, mendorong pengelolaan kegiatan usaha wisata melalui
BUMDes sehingga pengelolaan usaha dapat dilakukan secara lebih terorganisasi dan memiliki

peluang memberikan kontribusi terhadap PADes. Ketiga, menyusun paket wisata dengan
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mengintegrasikan berbagai potensi yang tersedia di Puncak Pagerbatu. Keempat, memperkuat
koordinasi antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat, dan pihak terkait dalam
pengembangan destinasi.

SOSIALISASI DAN SHARING PENGUATAN TATA XELOLA
WISATA PUNCAK PAGERBATU

P T
al =

Gambar 1. Diagram Pelaksanaan PKM.

3. HASIL
Dinamika Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Obyek Wisata Puncak Pagerbatu
dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan sharing yang dipadukan dengan diskusi partisipatif.
Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dihadapi bukan semata-mata berkaitan dengan
keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut pemahaman pengelola mengenai kelembagaan,
pembagian peran, pengembangan produk wisata, dan arah pengelolaan destinasi. Kegiatan
dilaksanakan dengan mempertemukan berbagai unsur yang memiliki kepentingan terhadap
pengembangan wisata Puncak Pagerbatu, yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPM, Pokdarwis
tingkat dusun, BUMDes, kepala dusun, unsur keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh budaya, pemuda, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi ruang

untuk melihat persoalan wisata dari sudut pandang yang berbeda.
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Gambar 2 Pembukaan PKM oleh Kepala Desa tulawang

Proses kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai optimalisasi peran
Pokdarwis dalam pengelolaan wisata lokal. Materi ini memberikan pemahaman bahwa
Pokdarwis tidak hanya berfungsi sebagai kelompok yang membantu menjaga keberadaan objek
wisata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam menggerakkan partisipasi masyarakat,
menjaga daya tarik wisata, mendukung promosi, serta ikut mengembangkan produk wisata.
Pemahaman tersebut menjadi penting karena kondisi awal menunjukkan bahwa Pokdarwis di
Puncak Pagerbatu masih berkembang pada tingkat dusun sehingga diperlukan koordinasi yang
lebih kuat pada tingkat desa.

Sharing berikutnya memberikan perspektif mengenai pengelolaan pariwisata lokal
dari sisi kebijakan dan praktik lapangan. Narasumber dari bidang kebijakan pariwisata
memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan destinasi secara terarah,
sedangkan pendamping desa wisata memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan
wisata dan pengembangan desa wisata. Proses sharing tidak hanya berlangsung satu arah.
Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi
dalam mengelola Puncak Pagerbatu. Dengan cara tersebut, materi yang disampaikan dapat
dikaitkan langsung dengan kondisi destinasi yang mereka kenal dan kelola sehari-hari.
Teridentifikasinya Persoalan dan Kebutuhan Pengelolaan

Diskusi yang berlangsung selama kegiatan memperlihatkan bahwa Puncak Pagerbatu
sebenarnya telah memiliki sejumlah potensi wisata, seperti panorama alam, gardu pandang,
spot foto, camping, ATV, kafe, dan kolam renang. Namun, berbagai potensi tersebut belum
sepenuhnya dikembangkan sebagai satu kesatuan produk wisata. Kondisi tersebut menjadi

salah satu perhatian utama dalam diskusi karena keberadaan berbagai atraksi belum otomatis
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menghasilkan pengalaman wisata yang terintegrasi bagi pengunjung. Persoalan lain yang
muncul adalah kelembagaan Pokdarwis yang masih berada pada tingkat dusun. Kondisi
tersebut membuat koordinasi pengelolaan wisata pada tingkat kawasan belum berjalan secara
optimal. Selain itu, masih terdapat persoalan berupa terbatasnya kunjungan wisatawan, akses
menuju objek wisata yang relatif kecil, serta fasilitas penerangan jalan umum yang masih perlu
dikembangkan. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan Puncak
Pagerbatu memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi
juga pada penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola. Dari proses diskusi
tersebut mulai terbentuk kesadaran bersama bahwa potensi Puncak Pagerbatu perlu dikelola
sebagai satu destinasi, bukan melalui pengelolaan atraksi secara terpisah. Pemahaman ini
menjadi salah satu hasil penting kegiatan karena pengembangan destinasi membutuhkan
keterhubungan antara atraksi, aksesibilitas, amenitas, sumber daya manusia, promosi, dan
pengelolaan. Pendekatan destination management yang menjadi bagian dari materi kegiatan
juga menekankan pentingnya integrasi komponen-komponen tersebut dalam pengelolaan
destinasi.

Peningkatan Wawasan Pengelola dan Penguatan Peran Pokdarwis

Hasil yang paling langsung terlihat dari kegiatan adalah bertambahnya wawasan
pengelola mengenai pengelolaan wisata lokal dan fungsi Pokdarwis. Melalui sosialisasi dan
sharing, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep pariwisata berbasis masyarakat,
tata kelola destinasi, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta pengembangan paket
wisata.

Peningkatan wawasan tersebut penting karena pengelolaan wisata berbasis
masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan sumber daya alam. Masyarakat
membutuhkan pemahaman mengenai bagaimana potensi lokal dikembangkan menjadi produk
wisata, bagaimana wisatawan dilayani, bagaimana kegiatan ekonomi wisata dikelola, dan
bagaimana manfaat kegiatan wisata dapat kembali kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini,
Pokdarwis diposisikan sebagai penggerak partisipasi masyarakat, sedangkan pengelolaan
kegiatan usaha diarahkan untuk dilakukan melalui BUMDes. Pembagian peran tersebut
menjadi dasar penting dalam membangun tata kelola yang lebih jelas. Dengan demikian, hasil
PKM tidak hanya berupa transfer pengetahuan dari narasumber kepada peserta, tetapi mulai
mengarah pada perubahan cara pandang pengelola. Wisata mulai dipahami bukan sekadar
tempat yang memiliki daya tarik, melainkan sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan

kelembagaan, pengelolaan usaha, pelayanan, promosi, dan keterlibatan masyarakat.
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Terbentuknya Pokdarwis Tingkat Desa

Salah satu perubahan kelembagaan yang dihasilkan dari kegiatan adalah terbentuknya
Pokdarwis tingkat Desa Batulawang. Pembentukan ini menjadi langkah penting untuk
mengintegrasikan keberadaan Pokdarwis yang sebelumnya berada pada tingkat dusun. Dengan
adanya wadah pada tingkat desa, koordinasi pengelolaan wisata diharapkan tidak lagi berjalan
secara parsial, tetapi dapat diarahkan pada tujuan pengembangan destinasi yang sama.
Perubahan tersebut dapat dipandang sebagai munculnya pranata kelembagaan baru dalam
pengelolaan wisata Desa Batulawang. Pokdarwis tingkat desa menjadi ruang koordinasi bagi
kelompok-kelompok yang sebelumnya bergerak pada lingkup dusun. Dalam jangka panjang,
kelembagaan ini diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas, meningkatkan koordinasi,
dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam mengembangkan pariwisata.

Pembentukan kelembagaan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan untuk
membedakan fungsi Pokdarwis dan pengelola usaha wisata. Dalam materi kegiatan dijelaskan
bahwa Pokdarwis berorientasi pada penggerakan partisipasi masyarakat, sedangkan pengelola
Desa Wisata atau unit usaha memiliki orientasi pengelolaan usaha. Pembagian tersebut menjadi
penting agar aktivitas sosial kemasyarakatan dan aktivitas bisnis wisata dapat dikelola secara
lebih jelas.

Penguatan Arah Pengelolaan Wisata melalui BUMDes

Perubahan penting lainnya adalah adanya arah pengelolaan usaha wisata melalui
BUMDes. Dalam kegiatan sharing, muncul pemahaman bahwa pengelolaan wisata yang
memiliki aktivitas ekonomi perlu dikelola dengan kelembagaan usaha yang lebih jelas.
BUMDes diarahkan untuk menangani aspek usaha wisata, sementara Pokdarwis tetap memiliki
peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan mendukung pengembangan destinasi.

Arah tersebut membuka peluang agar kegiatan wisata tidak berhenti pada aktivitas
pelayanan pengunjung, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi desa. Apabila
dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aktivitas usaha wisata
dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekaligus membuka peluang
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada tahap ini, kontribusi terhadap PADes
perlu dipahami sebagai potensi yang hendak dibangun, bukan sebagai hasil penerimaan yang
telah terukur dari kegiatan PKM. Dengan demikian, hasil PKM pada aspek ini lebih tepat
disebut sebagai perubahan arah kelembagaan dan pengelolaan usaha yang menjadi dasar bagi
pengembangan manfaat ekonomi desa ke depan.
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Munculnya Gagasan dan Paket Wisata Puncak Pagerbatu

Kegiatan juga menghasilkan arah tindak lanjut berupa pengembangan paket wisata
Puncak Pagerbatu. Sebelumnya, berbagai atraksi seperti kuliner, kolam renang, ATV, camping,
dan spot foto cenderung dipandang sebagai potensi yang berdiri sendiri. Melalui diskusi,
muncul pemahaman bahwa potensi tersebut perlu dikemas menjadi rangkaian produk wisata
yang lebih terintegrasi. Pengembangan paket wisata menjadi langkah teknis yang penting
karena wisatawan tidak hanya membutuhkan informasi mengenai keberadaan objek, tetapi juga
membutuhkan pilihan aktivitas yang jelas. Oleh karena itu, paket wisata dapat menjadi
instrumen untuk menghubungkan berbagai atraksi, menentukan pilihan aktivitas, mengatur
pelayanan, dan mempermudah promosi.

Hasil kegiatan selanjutnya mengarah pada rencana penetapan paket wisata resmi dan
penyusunan variasi produk/paket wisata Puncak Pagerbatu. Hal ini menjadi salah satu bentuk
aksi program yang konkret karena memberikan arah tindak lanjut yang dapat dikembangkan
oleh pengelola setelah kegiatan PKM selesai.

Perubahan Sosial yang Mulai Terlihat

Jika dilihat dari proses dan hasil kegiatan, perubahan yang muncul tidak hanya berada
pada aspek pengetahuan, tetapi mulai menyentuh aspek kelembagaan dan pola hubungan
antaraktor. Sebelum kegiatan, pengelolaan Pokdarwis masih lebih banyak berlangsung pada
tingkat dusun. Setelah dilakukan sosialisasi dan sharing, muncul kebutuhan dan langkah untuk
membangun kelembagaan Pokdarwis pada tingkat desa.

Perubahan lainnya terlihat dari munculnya pemahaman mengenai pembagian peran
antaraktor. Pemerintah Desa diarahkan sebagai regulator dan fasilitator, Pokdarwis sebagai
penggerak partisipasi masyarakat, sedangkan BUMDes diarahkan pada pengelolaan kegiatan
usaha wisata. Pola pembagian tersebut memberikan dasar bagi hubungan kerja yang lebih
terarah antara unsur pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan ekonomi desa.

Kesadaran baru juga muncul dalam melihat pengembangan wisata sebagai tanggung
jawab bersama. Keterlibatan pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat, pemuda,
tokoh masyarakat, dan unsur lainnya menunjukkan bahwa pengembangan Puncak Pagerbatu
membutuhkan kolaborasi. Dengan demikian, perubahan sosial yang diharapkan bukan hanya
bertambahnya jumlah pengelola, tetapi terbentuknya cara pandang bersama bahwa
pengembangan wisata merupakan proses kolektif yang membutuhkan kelembagaan,
koordinasi, dan pembagian peran yang jelas.
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4. DISKUSI

Hasil pengabdian kepada masyarakat di Puncak Pagerbatu menunjukkan bahwa
persoalan pengembangan wisata lokal tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan objek atau
fasilitas wisata, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pengelola dan kelembagaan yang
mengaturnya. Puncak Pagerbatu telah memiliki beberapa daya tarik, seperti panorama alam,
gardu pandang, spot foto, area camping, ATV, kafe, dan kolam renang. Namun, berbagai
potensi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan dan produk
wisata. Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami bahwa pengembangan
destinasi membutuhkan penguatan aspek kelembagaan sekaligus kemampuan menghubungkan

berbagai potensi menjadi pengalaman wisata yang lebih terarah.

b

Gambar 3. Pemaparan Narsumber Akademisi

Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Perspektif Community-Based Tourism
Sosialisasi dan sharing yang dilakukan dalam kegiatan PKM memperlihatkan bahwa
peningkatan kapasitas pengelola merupakan kebutuhan awal dalam pengembangan Puncak
Pagerbatu. Pokdarwis tingkat dusun selama ini telah terlibat dalam pengelolaan wisata, tetapi
belum memiliki wadah kelembagaan yang kuat pada tingkat desa. Melalui kegiatan tersebut,
peserta memperoleh pemahaman bahwa Pokdarwis tidak hanya berperan dalam menjaga objek
wisata, tetapi juga dapat menjadi penggerak partisipasi masyarakat, mendukung pelayanan
wisata, menjaga kebersihan dan keamanan, melakukan promosi, serta ikut mengembangkan
paket wisata. Pembagian fungsi tersebut juga tercermin dalam materi kegiatan yang
menempatkan Pokdarwis sebagai penggerak partisipasi masyarakat. Temuan tersebut sejalan
dengan gagasan Community-Based Tourism (CBT) yang menempatkan masyarakat lokal

sebagai bagian penting dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Murphy (1985)
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menekankan pendekatan pengembangan pariwisata yang memperhatikan inisiatif lokal,
manfaat bagi masyarakat, dan kesesuaian produk wisata dengan lingkungan serta masyarakat
setempat. Dalam konteks Puncak Pagerbatu, pendekatan tersebut relevan karena
perkembangan objek wisata pada awalnya tumbuh dari swadaya masyarakat bersama
Pokdarwis.

Peningkatan wawasan melalui sosialisasi tidak dapat dipandang sebagai kegiatan yang
berdiri sendiri. Pengetahuan baru menjadi penting ketika dapat mendorong masyarakat untuk
mengambil peran yang lebih jelas dalam pengelolaan destinasi. Perubahan dari sekadar
“menjaga objek wisata” menuju pemahaman mengenai pengelolaan destinasi dan
pengembangan produk wisata merupakan salah satu perubahan sosial awal yang ditemukan
dalam kegiatan ini.

Dari Pokdarwis Tingkat Dusun menuju Kelembagaan Tingkat Desa

Salah satu temuan penting dari proses pengabdian adalah munculnya kebutuhan untuk
mengintegrasikan Pokdarwis yang sebelumnya berada pada tingkat dusun ke dalam
kelembagaan pada tingkat desa. Secara teoritis, penguatan kelembagaan diperlukan agar
partisipasi masyarakat tidak berjalan secara sporadis, tetapi memiliki struktur, pembagian
tugas, dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas. Dalam kegiatan PKM, pembentukan
Pokdarwis tingkat Desa Batulawang menjadi salah satu bentuk perubahan kelembagaan yang
penting. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pengelolaan yang bersifat
sektoral berdasarkan wilayah dusun menuju upaya membangun koordinasi pada tingkat
destinasi. Struktur Pokdarwis sendiri dapat mencakup fungsi keamanan dan ketertiban,
kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata, hubungan masyarakat dan pengembangan SDM,
serta pengembangan usaha. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, kondisi tersebut
menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu harus diawali dengan pembangunan fisik.
Perubahan dapat dimulai dari perubahan cara masyarakat mengorganisasikan dirinya. Ketika
kelompok-kelompok yang sebelumnya berjalan pada tingkat dusun mulai diarahkan ke dalam
koordinasi tingkat desa, maka terbentuk dasar kelembagaan yang memungkinkan pengelolaan
wisata dilakukan secara lebih terintegrasi.

Collaborative Governance sebagai Dasar Pembagian Peran

Pengembangan Puncak Pagerbatu juga menunjukkan pentingnya pendekatan
collaborative governance. Ansell dan Gash menjelaskan collaborative governance sebagai
proses yang mempertemukan aktor publik dan nonpublik dalam forum bersama untuk

membangun keputusan dan tindakan kolektif. Kajian mereka menunjukkan pentingnya dialog
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langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, serta kepemimpinan
dalam proses kolaboratif.

Temuan kegiatan PKM menunjukkan adanya ruang dialog antara Pemerintah Desa,
Pokdarwis, masyarakat, BUMDes, tokoh masyarakat, pemuda, serta unsur lainnya. Forum
tersebut tidak hanya digunakan untuk menyampaikan materi, tetapi juga menjadi ruang untuk
menyampaikan persoalan dan aspirasi pengelolaan Puncak Pagerbatu. Dalam kegiatan
tersebut, masukan masyarakat disepakati untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi antara
perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa
sosialisasi dan sharing dapat menjadi ruang awal pembentukan collaborative governance.
Kolaborasi belum dapat dikatakan telah mencapai tahap yang matang karena masih diperlukan
mekanisme kerja, pembagian kewenangan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Namun, adanya
dialog dan kesepakatan bersama menunjukkan mulai terbentuknya shared understanding
mengenai persoalan dan arah pengembangan wisata.

Perubahan yang terjadi bukan hanya pada tingkat individu pengelola, tetapi juga mulai
menyentuh hubungan antaraktor. Pemerintah Desa tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya
pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata. Pokdarwis, BUMDes,
masyarakat, dan pihak lainnya mulai dipahami sebagai aktor yang memiliki fungsi berbeda

tetapi saling berhubungan.

‘ oy e
Gambar 4. Peserta PKM Sosialiasi dan Sharing Wisata Lokal Puncak Pagerbatu

BUMDes dan Potensi Pengembangan Ekonomi Desa

Salah satu arah perubahan yang cukup penting adalah adanya pemahaman mengenai
pemisahan fungsi sosial Pokdarwis dan fungsi usaha BUMDes. Dalam materi kegiatan
dijelaskan bahwa Pokdarwis merupakan kelompok swadaya masyarakat yang tidak
berorientasi bisnis, sedangkan pengelola desa wisata memiliki orientasi usaha dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Temuan tersebut memiliki implikasi penting bagi
pengelolaan Puncak Pagerbatu. Jika Pokdarwis dibebani sekaligus dengan fungsi sosial dan

fungsi bisnis, terdapat risiko ketidakjelasan peran dalam pengelolaan usaha. Sebaliknya,
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apabila Pokdarwis diarahkan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dan BUMDes
menangani aktivitas usaha, maka terdapat peluang untuk membangun pembagian fungsi yang
lebih jelas. Dalam model yang dibahas pada kegiatan, BUMDes diarahkan untuk mengelola
unit usaha, SOP, keuangan dan aset, pemasaran, serta kontribusi keuntungan kepada PADes,
sementara Pokdarwis berperan menggerakkan partisipasi masyarakat, pelayanan informasi,

kebersihan, keamanan, penyusunan paket wisata, dan promosi.

—

-t

Gambar.5 Sharing Bersama Pedamping Desa Wisata

Secara teoritis, pembagian tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat
dan pengembangan ekonomi desa tidak harus dijalankan oleh satu lembaga. Keduanya dapat
berjalan secara beriringan melalui pembagian fungsi. Pokdarwis memperkuat dimensi sosial-
partisipatif, sedangkan BUMDes memperkuat dimensi ekonomi-usaha. Dalam konteks Puncak
Pagerbatu, model tersebut membuka peluang agar kegiatan wisata memberikan manfaat
ekonomi yang lebih terstruktur bagi desa dan masyarakat.

Namun, kontribusi terhadap PADes dalam artikel ini perlu ditempatkan sebagai
potensi dan arah pengembangan, bukan sebagai dampak ekonomi yang sudah terbukti.
Kegiatan PKM belum melakukan pengukuran pendapatan atau kontribusi PADes setelah

perubahan kelembagaan tersebut.
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Integrasi Potensi menjadi Paket Wisata

Temuan lain yang penting adalah munculnya kebutuhan untuk mengembangkan paket
wisata Puncak Pagerbatu. Berbagai atraksi yang telah tersedia belum sepenuhnya dipasarkan
sebagai produk yang terintegrasi. Padahal, pengembangan produk wisata merupakan bagian
penting dalam pengelolaan destinasi. Pendekatan destination management menempatkan
pengembangan produk, pengelolaan, pemasaran, dan koordinasi sebagai bagian penting dalam
meningkatkan daya saing destinasi. UN Tourism juga menempatkan destination management,
product development, serta marketing and branding sebagai bagian dari upaya meningkatkan
daya saing destinasi. Dalam konteks Puncak Pagerbatu, gagasan tersebut diterjemahkan
melalui upaya menghubungkan beberapa potensi, antara lain kuliner/kafe, kolam renang, dan
wisata ATV dalam konsep “3 Sub Destinasi—1 Tujuan”. Konsep tersebut menunjukkan adanya
perubahan cara pandang dari pengelolaan atraksi secara terpisah menuju pengelolaan sebagai
satu kesatuan destinasi.

Hasil diskusi kemudian menghasilkan rencana untuk menetapkan paket wisata resmi
dan menyusun variasi produk serta paket wisata agar wisatawan lebih mudah memilih aktivitas
yang tersedia. Secara teoritis, langkah ini merupakan bentuk sederhana dari product
integration, yaitu menghubungkan berbagai atraksi menjadi produk yang memiliki nilai dan
pengalaman yang lebih jelas bagi wisatawan.

Sosialisasi sebagai Titik Awal Perubahan Sosial

Jika dilihat dari keseluruhan proses, kegiatan PKM menunjukkan bahwa sosialisasi
dan sharing dapat menjadi titik awal perubahan sosial ketika diikuti dengan kesepakatan dan
tindakan kelembagaan. Perubahan tidak berhenti pada bertambahnya informasi yang diterima
peserta, tetapi mulai terlihat melalui tiga arah perubahan: penguatan wawasan pengelola,
penguatan kelembagaan Pokdarwis pada tingkat desa, dan perubahan arah pengelolaan usaha
melalui BUMDes. Proses tersebut juga memperlihatkan hubungan antara kapasitas,
kelembagaan, dan kolaborasi. Peningkatan wawasan memberikan dasar bagi perubahan cara
pandang; perubahan cara pandang mendorong kebutuhan akan kelembagaan yang lebih kuat;
dan kelembagaan yang lebih jelas memberikan dasar bagi pembagian peran antaraktor. Pada
tahap berikutnya, pembagian peran tersebut dapat mendukung pengembangan paket wisata dan
pengelolaan usaha secara lebih terarah.

Dalam perspektif collaborative governance, proses ini dapat dipahami sebagai tahap
awal pembentukan shared understanding. Ansell dan Gash menempatkan dialog tatap muka,
pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama sebagai unsur penting dalam

proses kolaboratif. Sementara itu, dari perspektif CBT, keterlibatan masyarakat dalam
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pengelolaan dan manfaat ekonomi menjadi bagian penting agar pariwisata tidak berkembang
terpisah dari kepentingan masyarakat lokal. Dengan demikian, hasil pengabdian di Puncak
Pagerbatu menunjukkan bahwa penguatan tata kelola wisata perlu dimulai dari penguatan
kapasitas manusia dan kelembagaan sebelum diarahkan pada pengembangan usaha yang lebih
luas. Terbentuknya Pokdarwis tingkat desa, pembagian fungsi dengan BUMDes, dan
munculnya paket wisata merupakan perubahan awal yang saling berkaitan. Perubahan tersebut
belum menunjukkan transformasi destinasi secara menyeluruh, tetapi telah membangun dasar
sosial dan kelembagaan untuk menuju pengelolaan wisata Puncak Pagerbatu yang lebih

terintegrasi.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Obyek Wisata Puncak Pagerbatu,
Desa Batulawang, Kota Banjar, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengelola
merupakan bagian penting dalam mendorong pengelolaan wisata lokal yang lebih terarah.
Melalui kegiatan sosialisasi, sharing, dan diskusi partisipatif, pengelola dan pemangku
kepentingan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran Pokdarwis, pengelolaan
destinasi, pengembangan produk wisata, serta pentingnya kolaborasi dalam pengembangan
Puncak Pagerbatu.

Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa perubahan awal pada aspek kelembagaan
dan pengelolaan. Pokdarwis yang sebelumnya berkembang pada tingkat dusun diarahkan dan
terbentuk dalam kelembagaan tingkat desa untuk memperkuat koordinasi. Selain itu, terdapat
kesepahaman mengenai pembagian peran antara Pokdarwis, Pemerintah Desa, dan BUMDes,
dengan Pokdarwis berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, sedangkan BUMDes
diarahkan untuk menangani aspek usaha wisata. Pola tersebut memberikan peluang bagi
kegiatan wisata untuk berkembang sebagai aktivitas ekonomi desa dan berpotensi memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pada aspek produk wisata, kegiatan menghasilkan arah tindak lanjut berupa
penyusunan dan penetapan paket wisata Puncak Pagerbatu dengan mengintegrasikan berbagai
potensi yang tersedia. Dengan demikian, hasil PKM tidak hanya berupa peningkatan wawasan
peserta, tetapi juga mulai menghasilkan penguatan kelembagaan, pembagian peran yang lebih
jelas, dan arah pengembangan produk wisata. Meskipun demikian, perubahan tersebut masih
merupakan tahap awal dan membutuhkan tindak lanjut melalui penguatan kapasitas secara
berkelanjutan, penyempurnaan paket wisata, peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan,

promosi, serta evaluasi terhadap manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.



Penguatan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Destinasi Wisata
Puncak Pagerbatu Kota Banjar
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